Negara. __._ancasﬂa

| Victor Silaen. . oo

Pengantar

| Tak dapat d:pungkm Indonesia

' pasca—Soeharto sedang mengalamr
banyak perubahan di pelbagai bidang.
' Ada yang positif, ada pula yang
negat:f. Di bidang politik, Indonesia
" kini semakin demokratis. Namun

's'aj/an'g, "sebagf'an' ora'ng (termasuk

elit politik) hanya melihat nilai
kebebasan di dalam demokratisasi
yang bergulir deras itu. Padehal, ada
nifai-nilal lain yang juga harus
diperhatikan demi berkembangnya
demokrasi yang sehat dan dewasa;
yokni kesetaraan, keahekaragaman,
yang semuanya harus diimbangi
dengan rasionalitas, moralitas,
penegakan hukum dan hak asasi
manusia (HAM).

isebabkan kurangnya keseim
| bangan nilai-nilai itulah maka

" demokratisasi yang bergulir de-
ras dewasa ini membuat Indonesia seo-
lah berjalan tanpa arah yang pasti. De-
ngan kara lain, kini sedang terjadi krisis

nasionalisme dan pudarnya penghayatan

terhadap ideologi bangsa dan dasar ne-
gara — Pancasila. Bahkan ada pihak dan
kalangan tertentu yang seolah bermimpi
untuk mengubah Indonesia menjadi ne-
gara Islam. |

Benarkah demikian? Merle Calvin Riklefs,
seorang Indonesianis dari Universitas
Cornell, Amerika Serikat, mengatakan
bahwa “ada proses Islamisasi yang sangat
mendalam dan signifikan” di Indonesia




i pembenaran atas----tesm tersebut dapat
S _;dltemukan, antara lain daiam marak— f

o tara di. dalarn kehldupan sesehar&, |
o '_“-_-'formahsasz Islam kini semakin mu--
- dah terlihar . pada sebaglaﬂ umat Is-

| _'ilam di sejumiah daerah, antara’ lam
_-_.meialul kcwapban pemaicalan busa—
na’ mushm/mushmat ; penggunaan
) atnbut-—ambut tertentu, dan tata—cara

. .'hidup kaum Salafi

1. .Lihat' wawancaré.'dehgan MC Riklefs di
.. Majalah Tempo edisi 25 Juni-1 ]uh 2007,
hal 92-96.

2 Kaum Salafi dapat dlkategonkan dalam
gerakan fundamentalis Islam, yang meng-
usung ide-ide purifikasi agama, namun

* dalam 'praktiknya sangat tidak toleran
- terhadap mazhab lain dalam Islam —

- apalagi dengan agama-agama non-Islam.
Gerakan ini dipelopori oleh ‘Abd-al
Wahhab (1703-1787) di Semenanjung
Arab, sehingga pengikutnya kemudian
disebut kaum Wahhabi atau Wahha-
biyzh. Gerakan Wahhabi, sejak awal abad
ke-20, melalui Raja Ibnu Saud, menjadi
satu-satunya mazhab yang diakui di Arab
Saudi. Lihat Jan S. Aritonang, Sejarah Per-
Jumpaan Kristen den Ilam di Indonesia,
Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.

: -:{r‘pcrda) yang bemuénsé Islam Semen—_'

' '_'__.':'_:Tentang perda bias agama3 wacana
- prodan kontra terhadapnya schenar- e
'-";_"_'_nya teiah berulang Kali: terangkat keﬁ._'-"_f
-_':permukaan sejak. kebijakan Otono-
“mi Daerah digulirkan tahun 1999
SUS= -« -fNaxﬁun, dalam proses pohtik Indo -

b/ nesm, tak selam_ Ya' sebuah wacana

niscaya berguhr linear dan lancar. Ia:-;--.:-.'j

'_-blsa saja. bcrhenm di tengah jalan, lalu ;

_berguhr kembali meski terantuk—anai_"

'- '_tuk Begltulah "ya_n.or terjadl dengan_"-:
i wac:ana perda bias agama ~yang kerap
-~ juga dxsebut perda bernuzmsa syariat. -

atau perda nermasalah Memasuk1
tahun 2006, ia. pun berguhr sema-__

-+ kin deras. Pertengahan Juni hun iru
- misalnya, Pengurus Besar Nahdlatul

Ulama (PBNU) " mengeluarkan. per-
nyataan tegas bahwa pemerintah da-
erah (pemda) tidak perlu membuat
perda bernuansa syariat Islam untuk
mengatur kehidupan masyarakatnya.
“Syariat Islam dalam pengertian NU
adalah substansial-inklusif;-bukan
formalisasi Islam yang diangkat ke
wilayah negara. Artinya, NU lebih
mengedepankan syariat Islam yang

3 Yang dimaksud perda bias agama, dalam
konteks ini, adalah perda-perda yang
substansinya sarat dengan kepentingan
agama tertentu. Perda bias agama terse-
but, oleh warga masyarakar dari agama-
agama lain umumnya dianggap diskrimi-
natif.
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___"-.icbxh substannf danpada sekadar-
o formahsa31 dalam bentuk perda-per-
N da, tcgas Ketua PBNU KH Hasyim

| Muzach 4. Mengomentarl seudaknya
ada 22 kota dan. kabupaten yang: telah

: menempkan perda bernuansa syariat

- Islam, menurut ‘Muzadi, hal i itusme:

rupakan fenomena munculnya serna-

ngar simbolisme. ajaran Islam:yang

berlebihan .dari - para ang ota parie-
men: dl daerah

Suara-dari NU itu sebelumnya telah
didahului‘oleh 56.anggota'DPR lin-
tas- fraksi yang mendatangi pimpin-
an DPR-untuk menyampaikan peti-
si penolakan atas keberadaan perda-
perda bernuansa syariat, 13 Juni
2006.- Wakil Ketua DPR Soetardjo
Soerjogoeritno, usai menerima peti-
si- yang-ditandatangani 56 anggota
DPR i, menyatakan mendukung
desakan tersebut dan akan menyam-
paikannya kepada pemerintah. Tapi,
boleh jadi karena muncul kontrapetisi
yang diteken 134 anggota DPR la-
innya, maka wacana itu pun berhen-
ti. Para wakil rakyat yang terhormat
itu bersepakat untuk tidak melanjut-
kannya. Demikian disampaikan Ke-
rua DPR Agung Laksono dari Frak-

si Partai Golkar, seusai rapat konsul-

4 Suara Pembaruan, 19 Juni 2000.
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tasi Pimpinan. DPRdan. fraksi- :di

DPR, 4 Juli 2006. Bila ada masyara-
kat yang keberatan dencan perda—j'
perda bernuansa syariat itu, demikiz’
an-dikarakan Laksono, dapat’ mengm._-"_ _
a)ukannya kepada Mahkamah Agung :-
untuk dilakukan pengu);an D i
SeleSai di:aras -elit- poiitik, bukan
berarti selesai pula di aras masyarak_af
sipil.- Begitulah agaknya jika sebuah
wacana yang pernah bergulir berul-
betul mencerminkan adanya sebuah
masalah. Majalah Tempo edisi 14 Mei
2006 menyebutkan, dari Aceh sam-
pat Bulukumba, Sulawesi Selatan;
telah ada sejumlah peraturan ditegak-
kan yang jelas-jelas bersumber dari
ketentuan dalam syariat Islam, serni-
sal’ pendirian Mahkamah Syariat,
Wajib Baca Al-quran bagi siswa dan
pengantin, sampail permotongan gajl

guru demi Perda Zakat Profesi.

Jika secara spesifik misalnya, ditilik
kasus Perda di Bulukumba, maka
akibat sosial yang tampak adalah
maraknya majelis t2lim dan pengajian
Al Quuiin, serta para perempuan yang
kebanyakan telah memakai jilbab saat
keluar rumah. Di pihak lain, sekali
pun ada Perda Zakas, tak pula ram-

5 Suara Pembaruan, 5 Juli 2006.
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pak adan}fa perbaikan pelayanan pu— .
- .blik dan transparansi penge!olaan:

| f-keuanga.pnya Sebagal ahbat lanjut-
o an, éxsenakan bahwa! hanya boieﬂ ada
b -"satu gereja dl Bulukumba dan upaya .':_:

., golong minoritas dari segi agama yang

E d1anutnya Dalam hal pcngeloiaan

kehidupan bersama, model masyare-
kat yang terbangun. niscaya juga dis-

kriminaiif bagi -warga dari komuni-

tas yang minoritas tersebut. Di pin-
tu masuk kantor Kepala Desa Padang
dan Bulukumba, misal'riy_a, terculis:
“Maaf tidak melayani talnu'wanita

yang udak berjllba‘o” -

Meskl tldak terkait 1angsung dengan
perda-perda bias agama, Ketua De-
wan Perwakilan Daerah (DPD) Gi-
nandjar Kartasasmita pernah menya-
takan bahwa DPD akan berupaya
mernfasilitasi penertiban dan pembe-
nahan ketidaksinkronan antara pera-
turan pusat dan peraturan daerah.
Sebab, disinyalir banyak perda yang
mengganggu perckonomian dan
menghambat investasi, 6 Data dari De-

6 Seputar Indonesia, 16 Desember 2006.

al ini jelas meresahkan, baik bag1
- warga masyarakat secara’ keseluruhan s

= maupun warga masyarakat yang i:er—ff_‘ :
- naan Aparatur Negara Taufiq Effendi,

_.?artemen Dalam Negen bahkan mem'_'.-:___' |
~ nyebutkan. su&ah sekirar 600 perda:_ i
'-:pada tmﬁkat ka bapaten/;{ota, tems
tama perda—perda tentang. ekc)nom1,'_- o
"yang sudah dibatalkan Namun,: da-:-:f;-“
lam kenyataannya, mamh banyak:;_:f..:_-;-" -
a:_-terbatalkan "tu yang terus di—__'_"::-_ |

| ;berlékﬁkan

Menumt Men_ten_fN@géfaj _Pézida.}?égli.—'::_ : 

' per_d_a_—__pcrda St }uga banyak _.y_ang

wumpang-tindih dengan undang-un-
dang (UU). Ia mensinyaliz jumlah-
nya mencapai 1.850 UU dan 5.000
perda. Hal itu dinilainya dapat men-
jadi faktor penghambat pemberantasan
korupsi.” .Mengomentari. hal itu,
anggota Komisi 1l DPR Gayus Lum-
buun mengatakan, Pemerintah scha-
rusnya lebih proakrif dalam melaku-
kan revisi agar terjadi harmonisasi
antarperaturan tersebut. Apalagi, me-
nurut Lumbuun, ketentuan harmo-
nisasi diatur dalam UU Nomor 10
Tahun 2004 mengenai “Pembentuk-
an Perundang-undangan”. Seharusnya,
Pemerintah segera mengambil kebi-
jakan dan menindaklanjud hal it
dengan menugasi Komisi Hukum
Nasional (KHN) untuk melakukan
pengkajian rerhadap UU dan perda

7 Seputar Indonesiz, 16 Desember 2006.
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'..._'tersebut Sebab sampa.l saat ini KHN_.

_ '-yang ada di bawah pemeﬁntah belum

- “melakukan tugasnya ‘Hal itu dikare-
o :-nakan KHN ridak berwenang mela-.:__ |

- kukan pengkapan secara proaktif tanpa

- "_'3adanya:.perm1ntaan dari’ pemerintah .
' .atau menteri yang menyadan adaﬁya_-_

: -tumpang—nndih terscbut Gayus men-

' _contohkan 19195 yang tumpang—tindih _

antara lam UU Komisi Yudisial (KY),
UU Nonior S Tahun 2004, dan UU
Mahkamah Agung (MA) ‘Nomor 24
Tahun 2005 mengenai Masaiah Peng~

awasan Kehakxman

Namun,'.-Ketua .KHN Prof JE Sahe-
tap}; mengatakan, bukan tugas KHN
untuk melakukan pengkajian perso-
alan -tumpéng—tindih U dan perda
bermasalah ini. Tugas KHN, menu-
rut Sahetapy, adalah memberi saran
kepada presiden kalau diminta arau
mendesain suatu rencana reformasi di
pemerintahan. Jadi, yang melakukan
pengkajian UU dan perda itu seha-
rusnya ‘DPR, Departemen Dalam
Negeri, dan Departemen Hukum dan
HAM. Berbeda dengan Sahetapy,
anggota KHN Prof Harkristuti Har-
krisnowo justru mengatakan bahwa
KHN bisa melakukan pengkajian
terhadap ribuan UU dan perda yang
tumpang-tindih tersebut jika ada
permintaan dari pemerintah. Sebab,

untuk mengkajl hal it dxbutuhkan;.:'_.

_ kerja sama antardcpartemen terkzut '

Perspektif Hukum dan HAM

__Upaya membatalkan atau merews.,i..: :
i __(khususnya) perda~perda9 bermasalall;'
“ini patut kita: sambur-gembira. Na-

mun; selain bertujuan untuk mening-
katkan investasi, hendaknya hal it
dilakukan juga demi penghorma__té_i}
aras hak asasi manusia (HAM). Se-

bab jika tidak, percuma saja Indo-

nesia terpilih menjadi anggota De-
wan HAM PBB pada 10 Mei 2006.
Hal ‘ini terkait dengan banyaknya
perda yang dinilai berpotensi melang-
gar HAM, selain melanggar konsti-
tust dan hierarki hukum, melanggar
prosedural pembentukan peraturan
perundang-undangan, juga melanggar
jiwa dan semangat Pancasila, baik
sebagai Cita Hukum (Rechisidee)
maupun Norma Fundamental Nega-
ra (Staatsfundamentalnorm). 10

8 [lbid.

9 Tulisan ini secara khusus mengkaji per-
da-perda yang dinilai bermasalah dan bu-
kan UU. Alasannya, data-data yang di-

peroleh memang sebatas perda-perda dan

bukan UU.

10 Maria Farida Indrati, “Pencrapan Perda—
perda Syariar Islam Dikaji dari Sudus




o }ir_mAiQsjiC;

T _-__Temanc hzeiarki
o dianr %}ah*va sam_ _'.pﬂmraéanga;zl/pcr.-._g_
S aiuraﬁ tmalf 5301@1' bs*t@mamran de-

ff; '_ “ngeng peﬂmdanom/ peraturan yang ber-
N ada d; ataspya (Ta? MP Neo. 111/

m 6) ?erda hams dlben“uk sesuai dengan i
1 peraturan pcrundana—undangan yang |
berlaku, 7y pexda harus dibentuk da—’:..'f -
lam kerangka Negam Kesatuan Repu—
_bhk Indoncsxa o

: .'_2004 tentanfv TataUrutan:Pemndang-;_-f
“an’), _}adl Pemermtah Daerah memang
o -berwenaﬂg membentuk sebuzh perda =

Namun: dem;kian, ada hatasan atauw

_:syarat yang harus diperhaakan, yaztu
1) perda dibentuk dalam rangka penye-
leriggafaan otonomi daerah provinsi/
kabupaten/kota ‘dan’; _tugas’ pem-

bantuan, 2) perda dlbentuk untuk

menjabarkan l_e_bxh_ lan) utdari pe_ram.ran
péni_nda_.ng—undangan yang lebih ting-
gi dengan memperhatikan ciri khas
masing-masing daerah; 3) perda dila-
rang bertentangan dengan kepenting-
an umum, dalam arti pengaruran di
dalamnya tidak berakibat terganggu-
nya kerukunan antarwarga masyarakat,

Hukum di Indonesia”. Makalah disam-
paikan dalam Seminar dan Lokakarya A-
gama-Agama, diselenggarakan oleh Biro
Litkom PGI, Cipayung, Jawa Barat, 3
Oktober 2006. Tata urutan peraruran
perundang-undang yang dimaksud ada-
lah: 1) UUD 1945; 2) Tap MPR; 3} UU;
4) Peraturan Pemerintah Penggantd UU;
5) Peraturan Pemerintah; 6) Kepurusan
Presiden; 7} Peraturan Daerah,

LU 207 No s

um, sangat jeias;t'-.terganggunya peiayanan umum,'

: tergmggunya ketenteraman/ L’etemban 5
‘umum serta tldak berszfat dxckﬂmmauf i
4) perda dﬂarang bertemangan dengan. S

peratm‘an pemndang~undangan yang ie« :_?_--_ =

Sekmtan it pentmg pula dapahamx_
bahwa perda adalah sebuah produk
hukum. Selain sebagai peraturan,
hukum' memiliki beberapa fungsi.

Pertama, .sebagai alat kontrol sosial.. -
Dalam konieks ini-hukum dimak-
sudkan -untuk ‘menetapkan tingkah-
laku'mana yang dianggap merupakan
penyimpangan terhadap aturan hu-
kum dan apa sanksi atau tindakan
yang dilakukan oleh hukum jika ter-
jadi; pmyimpa.ngan tersebut.t! Selan-

jutnya, fungsi hukum sebagai kon-
trqi_ sosial tidaklah dapat dilihat ber-
diri sendiri dalam masyarakat, mela-
inkan menjalankan fungsi itu bersa-
ma dengan lembaga sosial lainnya.
Fungsi hukum sebagai kontrol sosial

11 Ronny Hantiji Soemitro, Masaiah-ma-
salah Seosiologi Hukum, Bandung: Sinar
Baru, 1584, hal. 134,
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mcrupakan .fungsi 'y’éﬁg' paSif .A.rti—
'nya hukumlah yang harus menye-ff-

_sualkan diri tcrhadap kenyataan ma-
syarakat 12, Terhadap dua pom tera-
*kh;r 1tu, dua pertanyaan patut dia—j

: :saja yang harus men}aiankan fungsy'_
kontroi 5051a1 tersebut, J1ka hukum:'

it scnchn bernuansa satu -agamater-
tentu sa}a_’_ Kedua, jika hukum harus'
menyesuaikan diri terhadap realitas
sosial, mengapa sejumlah perda’ jus-
tru mengatur soal-soal agama di da-
lam ‘masyarakart yang agamanya ber-
aneka—ragam? '

Hukum juga berfungsi sebagai “a ro0/
of social engineering’ — konsep yang
diceruskan oleh Roscoe Pound. Fung-
si- hukum ini bertolak dari asumsi bah-
wa hukum harus menjadi dasar untuk

mengadakan perubahan masyarakat.13
Fungsi ini berimplikasi pada pembe-

12 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ja-
karta: Gl_.mu_ng Agung, 2002, hal. 88.

13 Hukum sebagai alat untuk mengubah
masyarakat, dalam arti hukum mungkin
digunakan sebagai alat oleh agent of
change, yang adalah seseorang atau seke-
lompok orang yang mendapat keperca-
yaan dari masyarakat sebagai pemimpin
satu atau lebih lembaga-lembaga kema-
syarakatan. Lihat Soerjono Seoekanto,
Fungsi Hukum dalam Perubaban Sosial,
Bandung: Penerbit Alumni, 1981, hal.
141,

‘rian kekuasaan  yang sangat penuh ke»- o
pada pemerlntah Karena itulah: ﬁlng#?“- '

“si hukum dalam konteks ini dapat ber-

' dampak positif maupun nf_:_ganf. .D__ag)__-._-._.'
pak yang positif terlihat misalnya; da-

. lam Keputusan Mahkamah Agung
Amerika Serikat tahun 1954 yang

: mcnetapkan bahwa orang kulit hitam_i‘-:'
harus _dlpers_amak_an dengan orang ku-
lit putih. Sedangkan contoh yang ber— _
dampak negatif dapat dilihat pada pe-'
nerapan UU Sisdiknas (UU Nomor 23
Tahun 2003) yang cenderung mema--

tikan kekhasan pendidikan berbasis

pluralitas masyarakat (khususnya lem--
baga-lembaga pendidikan swasta). Per-:

tanyaannya, pemerintah daerah yang

telah membuat dan menerapkan per-

da-perda bernuansa agama tertentu itu
sesungguhnya berorientasi perubahan
sostal ke arah mana? Ke depan yang

modernis, yang tidak lagi mengotak--

ngotakkan masyarakat berdasarkan hal-

hal yang primordialistik, atau surutke.

belakang, yang kembali menghidupkan
sekat-sekat primordialistik itu dalam
kehidupan masyarakar?

Scharusnya proses pembuatan dan
penyelenggaraan kebijakan negara,
selain harus berpedoman pada pakem
yang sudah menjadi kesepakatan ber-
sama di antara seluruh elemen dan
komponen bangsa, juga menghargai
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' plualitas rmasyarakar, Mantan presi-

| - denKH Abdurrahman Wahid pernah
a mengé@kg,ﬂ balrwa UUD 1945 sudah
= membuat pemisahan yang jelas anta-

© - ranegara dan agama. Para pendiri ne-

| gan bahkan sadar adanya kebhin-

g ~ nekian dalam Negara Indonesia, baik

. agama, sulcy, dan adat yang harus se-
laludibina. “Sayamerasa saat ini mulai

ada pihak-pihak yang tidak setuju
dengan kebhinnekaan tersebut. Me-
rekaingin mengubah rasa kebhin-
niekaan iru melalui berbagal aturan
penindang-undangan,” katanya dalam
acara Panggung Terbuka Konsolidasi
WNasional “Mempertahankan Pancasi-
ia, Mefiegﬂhkan Kebhinnekaan” di
bawah monumen Gubernur Soerjo,
Surabaya,; 25 Juni 2006. 14 Dalam per-
nyaraannya itu, Wahid juga menyo-
roti pihak-pihak yang memaksakan
unwk mengesahkan Rancangan Un-
dang-Undang Antipornografi dan Por-
nozksi (APP) yang pada dasarnya te-
lah menentang Pancasila dan UUD
1945. Menurut dia, membuat UU
adalah tugas dari negara. Persoalan
pornografi dan pornoaksi adalah urus-
an akhlak dan moralitas serta agama.

Alean halnya ahli politik hukum Prof
Mahfud MD, yang jugs anggota Ko-

14 Sinar Harapan, 26 Juni 2006.

misi II DPR, menyatakan bahwa i_a;.___._-

menolak penerapan perda syariat Is-

lam. Sebab berdasar pada penuntun

hukum di Indonesia, yakni Pancasi- -
la, sudah ditentukan bahwa tidak -

boleh ada hukum yang mengikat sar
komunitas tertentu berdasar hukum.”. 5

agama tertentu. “Artinya, jika ada

kelompok masyaralkat dengan agama.

non-Islam di sebuah komunitas, maka
tidak boleh diberlakukan hukum Is-
lam, meski itu berdasar demolkrasi,”
Jadi, menurut dia, demokrasi ridak
dapat dijadikan dalih untuk mem-
buat dan menerapkan hukum berda-
sar agama tertentu. Mahfud melan-
jutkan, hukum di Indonesia harus
berdasarkan penuntun yang disepa-
kati atau ideologi. “Ideologi kita
adalah Pancasila. Pancasila itu mem-
punyai empat penuntun hukum yang
salah satu di antaranya tidek mem-
bolehkan penerapan hukum berdasar
agama tertentu, Meski itu berdasar
demokrasi, demokrasi it juga pu-
nya prosedur dan pedomannya sen-
diri,” tegasnya. Karena itu, perda
syariat Islam itu tidak perlu ada.
“Bahwa isinya baik, itu iya. Tetapi
konsiderannya jangan berdasar Al
Qurin, ayat sekian dan hadist seki-
an. Ttu sensitif selali”!?

15 Suara Pembaruan, 1 Agustus 2006,

167 : .




o 170 RERERL P - e J_URNALCSIC-_IE-_:Vo’:.'_nﬂjuu'-_acusms _'2007-No;-%‘1§

' .___:_;-i«:alau ‘mau ﬁzzr, mesnnya bukan ha—

'_:.nya ditujukzm kepada wanita; tapi

' "".Pemermtah Kota Tanoerang berge—'

_Zming dan justru berencaaa unruk

- '-E'mengeluarkan Peraturan Larangan

--_=_-'.Be1dagang pada hari Jnm ar, saat

o fbcrlangsung solat. ]um B Puluhan_-

 pedagang di Kawasan Mesjid: Agung

~ Pasar Anyar Tengerang Jangsung me-

“nolak rencana rersebur. Sebab, sangat
 _--.'_fnungkin_"'pefaf{iran it akan 'memgé
- tikan penghasilan para pedagang.

Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan
mengharuskan tiap pelajar SD sam-
' pai SMA untuk menjalani ujian me-
ngaji sebelum kenaikan kelas. Mereka
akan dinyatakan naik kelas bila bisa
membaca Al Qurin, dan setiap pega-
wal negeri juga baru bisa naik pang-
kar dan jabatan bila bisa membaca Al
Quurin, Aturan yang kurang lebih sama
diberlakukan di Kabupaten Gowa. Di
Gorontalo, perempuan dilarang ber-
jalan sendirian atau berada di luar ru-
mah tanpa ditemani muhrimnya se-
lepas tengah malam. Menurut Koor-
dinator Divisi Reformasi Bidang Hu-
kum Komnas Perempuan, Husna Mu-
lia, keberadaan perda-perda syariah itu
bukan zaja telah memojokkan kaum
perempuan, tetapi juga mendiskri-
minasi mereka. Perempuan menjadi

'_ .tldak blsa bcreksprem Perempuan ke—
_ hﬂangan hak haknya e
-Juga pria-pria | hxdung belang Tapiy o0 e _
'_ Perda—pcrda yang mengatur pemberl :
‘kuan syariat Islam juga tercatar di
Indramayu dengan Perda Nomor 7.
~Tahun 1999, Sumatera Barar dengan
_Percia Nomor 11 Tahun 2001, dltamu
‘bah lagi dengan Instruksi Wali Kota

Padang pada 7 Maret 2005, Bengkulu
memberlakukan Perda Nomor 24 Ta-
hun:2000 serra Instruksi Nomor 3
Tahun 2004, Solok memberlakukan
Perda: Nomor: 10 Tahun 2001, serta

‘Perda Nomor.6 Tahun 2002. Enrekang

dengan Perda Nomor 6 Tahan 2005,
Bulukumba dengan Perda Nomor 4
Tahun.2003, Maros dengan Perda
Nomot15 Tahun 2005. Perda dengan
substansi yang hampir sama telah di-
buat dan-berlaku di Nusa Tenggara
Barat, Takalar, Sinjai, Gowa, Banten,
Tasikmalaya, dan Cianjur. Menyang-
kut syariar Islam, ada juga yang dite-
tapkan secara langsung pemberlakuan-
nya-seperti di Pamekasan, dengan Su-
rat Edaran Bupaii No 450 Tahun
2002. Sementara Riau relah memben-
tuk Komite Persiapan Penegakan Sya-
riat Islam yang digalang oleh Hizbut
Tahrir Indonesia dan Parrai Persatuan
Pembangunan. Kemudian Bupati Ga-
rut membentuk Lembaga Pengkajian
Persiapan Penerapan Syariat Islam.




._"_Mengomemam semak_ln banyaknya_
..perda bias agama | iru, praktm hukum -

B ‘Adnan Buyung Nasution menyatakan_ _
o 'bahwa perda—perda tcrsebut ;elas me-
Seas Ianggar konstitusi. Menurut dia, g
- gass __syanah ‘tidak boleh dlmasuk—'*
- kan dalam undang—undang negara;.
S ::'Waiaupun warga mayoritas. Indcne— '_
~_sia beragama Islam, namumn: perun— _

' dangan dan peratura.n harus meng-

hormati hak~hak umat lain, scbagai—
mana diamanarkan konstitusi. “Hu-
kum agama mana pun itu pasti be-
nar. Tapi, kalau hukum Islam dijadi-
kan hukum negara, itu menjadi ru-
nyam.: Siapa nanti yang dapat me-
nafsirkan hukum Tuhan itu? Hakim
tidak mempunyai kewenangan, yang
punya adalah ulama. Ini bertentang-
an" dengan prinsip negara berdemo-
keasi,” tegas Nasution. Menurur dia,
segala bentuk peraturan; hukum,
norma dan etika harus berdasarkan
peraturan yang universal dan diteri-
ma semua golongan. Apalagi Indo-
nesia berdasarkan Pancasila, yang
menjamin hak warga, tak peduli apa
pun agamanya. Kalau hanya satu
agama yang diutamakan, jelas telah
terjadi penyangkalan pada keindone-
siaan semua orang.??

22 Majalah Gatra, edisi 24, 1 Met 2006.
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'Dz Buiukumba, ada juga perda yang .
‘mengatur soal minuman keras, zakat,
infak; sedekah, kewajlban baca-tulis
'Al Quran bagl siswa dan calon pe-
.ngantin, serta paka;an mushm/mus—'_ _
fiimah Sejak 2003 kabupaten 1111:_"_""'
- ‘memang populer sebagal pionir pe-
'.'_nerapan ‘syariat. Islam di Sulawesz_':;"
-Selatan. Penerapan. pcrda syariah ita
‘bahkan menembus pemerintahan te-

rendah ‘desa. Sebanyak 12 desa dija-
dikan areal percontohan penerapan
syariat Islam sejak awal 2005. Desa

Padang, Kecamatan Ganrtarang, bab-

kan berani menerapkan aturan ten-
tang delik perzinaan (cambuk 100
kali), gadzaf alias menuduh zina (cam-
buk 80 kali arau dilimpahkan ke
polisi), ‘minuman keras (cambuk 40
kali), dan pidana gishash (balasan
setimpal) bagi tindak penganiayaan.
Sedemikian terkenalnya nama Bu-
lukumba di mata pendukung syari-
ah, sampai Kongres Umar Islam Su-
lawesi Selatan III, Maret 2005, pun
digelar di sana. Kongres ini kental
warna syariahnya. Ada rekomendasi
agar umat Islam memilih kepala da-
erah yang punya komitmen pada
syariat Islam. Sulawesi Selatan sendi-
il tahun 2002 pernah menuntut oto-
nomi khusus penerapan syariat Islam.

Arskal Salim, kandidat doktor hu-




g ]URN AL CSICf'4'V§1.-_iI_IIJULI_- AGU_STUS-NW=N¢;-:-'-i'3'___-" .

: __-__kum Isiam d1 Umver31tas Mclbourne,__- :

| :Australia pemah menyusun lima ting-
- -k&t penerapan hukum Isiam scbeium
: sampaz pada 3genda Newara Isiam .

- Pertama, hukum. kekeluaroaan (per—-

:'f_':kawman, perceralan, dan kewansan)

oy Sepertl perbankan Islam dan za-

kat. Ketiga, praktek ritual keagama:
an, seperti kewajiban jilbab, larang-
' ah_.ji_alk_ohol._ dan judi. Keempat, hu-
k_t:tm;'jp:idanﬁi Islam, ‘terutama pene-
r'ap'a.'n..sank'si model cambuk, potong
tangan, dan rajam. ‘Kelima, penggu-
naan Islamn sebagai dasar negara. Lima
level “itu ‘disusun secara ‘hierackis,
mulai dari yang terendah sampai yang
tertinggi. “Tuntutan penerapan lima
level hukum Islam mengimplikasikan
penibentukan negara Islam,” kata
Salim. “Makin tinggi level runturan,
makin dekat menuju negara Islam,”
ujar dosen Fakultas Syariah Univer-
sitas Islam Negeri Jakarta ini menam-
bahkan. “Sebaliknya, semakin rendah
level tuntutannya, semakin rendah

tingkat komitmen pada negara Is-
lam.”?3

Bila dicermati, unsur level pertama
sampai keempat saat ini sudah ada
yang terserap dalam legislasi nasio-

23 Ibid,

- Hukum- kekeluargaan, se}akf':f_
: 1974 terserap dalam. Undang—Undang}_'
._Pcrkawman Perbankan. Islam rnenwf'
.dapat- payung - hukum sejak 1992,
Rirnal agama seperti: hajl, zakar, Wa-f_-_.
" kaf, dan busana Islami sudah: mésuki._'_ '
. _'Kedua masalah ekonoml dan. keuangf_:. .:undang-undang dan perda Sedang-f':
kan pidana Tslam: telah diadopsi-da-
lam - beberapa. ganun di Aceh dan_;
peraturan desa-di:Bulukumba. ‘Ha-

nya tingkat kelima yang gagal pada

sidang Konstituante 1955. -

Apakah ini berarti pewujudan Nega-
ra Islam tinggal selangkah lagi? Sa-
lim menilai belum. “Saya belum me-
lihat semua perda itu sudah sampéi
level keempat,” katanya. Piinsip fu-
dud dan gishash dalam Qurin-Hadits
belum dipraktikkan. Mestinya pen-
curi dipotong tangan, pezina dicam-
buk 100 kali, arau pemabuk dicam-
buk 80 kali.

denda atau dipenjara, itu bukan pi-

Kalau pezina hanya di-

dana budud, melainkan ta'zir (sank-
sinya dibikin penguasa untuk tujuan
pembinaan). Pidana Audud bisa -
run jadi razir bila syarat jatuhnya
sanksi hudud wak terpenuhi. Misal-
nya, orang berzina tapi tak disaksi-
kan empat saksi. “Selama Audud dan
gishash belum terjelma dalam perda,
tapi masih lebih banyak berupa z2’zir,
maka itu masih transisi dari level
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= '____-';__".ketzga ke level kecmpat, u}amya

o _-"-]adi terbcntuknya Negara Islam masth
- cukup }auh demzkian keszmpulan
o ":"Salim 24 L '

':f'”Kesuﬁpul_a_n tentang mas:h jauhnya:___"'
mi Negara Islam itu: mungkm |

”'_”::_-'dapat d.i'perkuat lagi éengan hasil
- surval tentang. pandangan masyarakat _
_ tcrhadap Pancasila yang dlker)akan

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di
33_.;1:pi'bi}insi ‘pada 28 Juli-3 -.Agt_istus
2006, Dari jumlah responden 700
orang, mayoitas (69,6%) mengata-
kan'tetap kokoh ‘mengidealkan In-
donesia mengembangkan sistem’ ke-
ﬁegéiaan berdasarkan Pancasila. Ha-
nya 3,5% yang mcngmgmkan Indo-
nesia seperti negara ‘demokrasi ala
Barat, sementara '11,5% mengmgin—
kan seperti negara Islam di Timur
Tengah. Bahkan 67,4% responden
yang beragama Islam berpandangan
sama tentang sistem kenegaraan ber-
dasarkan Pancasila, walau tidak se-
besar responden yang beragama Kris-
ten (81,7%) dan agama lainnya
(90,9%).%

Persepsi yang mengidealkan Pancasi-
la ternyata juga merata di berbagai

24 Thid.
25 Suara Pembaruan, 25 Agustus 2006.

_-Z'_'latar belakang pohtlk termasuk d1 o
kalangan pemilih parcai yang ber-
:basmkan Islam, seperti Partai Persa—"_'

. tuan Pembangunan/PPP (55 2%) -_
. walau tidak sebesar di- partai yang -
_":berbamskan kebangsaan, seperti Par-
tai Demokras1 Indonesia Perjuangan/ S

- PDI-P.(79%); Partai Golkar (74, 1%) o
dan Partai Demokrat (71,4%). “Ma-
 yoritas publik mengidealkan sistem .

kenegaraan Pancasila, karena 66,7
persen publik ‘merasa’ bahwa Panca-
silaadalah ideologi simbolik yang
lebih cocok dengan keberagaman yang
ada, baik dari suku, agama, adat, ras
maupun golongan,” demikian dika-
takan Direktur LSI' Denny JA. Pe-
nerapan asas tunggal Pancasila di era
Orde Baru, tambahnya, ternyata juga
berpengaruh besar dalam pembentuk-
an kesadaran akan keberagaman, a-
palagi Nahdlatul Ulama (NU) dan
Muhammadiyah sejak lama ikat men-
deklarasikan pentingnya asas tunggal
Pancasila sebagai basis bernegara.

Mengenai moderatnya perilaku mus-
lim Indonesia terhadap keberagaman,
Denny menjelaskan bahwa mayori-
tas muslim Indonesia sejak lama me-
mang berorientasi lebih banyak ke-
pada keberagaman dan kebangsaan.
Hal itu dapat dilihat dari Pemilu
bebas yang dilaksanakan Indonesia
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__::.tahun 1955, 1999 dan 2004 yang

dlmenangkan oleh partai. ‘yang-ber-
basiskan kebangsaan {(PNI,. PDI-R

s Golkar) dan’ bukan partaz yang ber— .
Kemscayaan Toleran51

'.'azaskan Islam" =

) :Majfomas.penduduk Indonesm yang _
' ::'.'beragama Islam (61 7%) terang’ Den— :

‘ny lebih lanjut; memilih hukum na-

sional yang menjamin keberagaman

dibandingkan hukum Islam sebagai
dasar‘hukum. Demikian juga dengan
penduduk beragama Kristen sebanyak
78,59 dan agama lain 90,99 men-
dukung penerapan hukum nasional
ketimbang hukum agama. Secbanyak
61% publik setuju bahwa kesusilaan
dan moral ditegakkan melalui pene-
rapan hukum yang konsisten, ‘dan
bukan dengan perda yang bernuansa
syariat Islam. Hal itu memperkuat
dugaan, mayoritas muslim di Indo-
nesia memang moderat, dan berbeda
dengan mayoritas muslim di Timur
Tengah. “Sejak era Bung Karno hing-
ga era Susilo Bambang Yudhoyono,
mereka dipimpin oleh presiden yang
memiliki komitmen kuvat sekali de-

26 Lihat artikel “Pengamanan Ramadhan”
dan “335 Tempar Hiburan Wajib Tutup”
dalam Swara Pembaruan, 22 September
2006. Baca juga “Perda Kawal SK Penu-
tupan Tempar Hiburan Selama
Ramadhan” dalam Tempo Inrerakiif, 8
Okrober 2004.

ngan kebcragaman yang dmmbolkan

oleh Pancasxia, ujamya

.Kembah pada soal HAM mgatiaht'
‘misalnya apa yang terjadi di Bulan

Ramadhan 2006 ~ juga di tahun-

tahun .:-sébelgmnya; Meski tidak ba-.

nyak, tapi terjadi juga beberapa aksi
sweeping terhadap sejumlah tempat
hiburan dan rumah-makan, baik yang
dilakukan oleh kelompok-kelompok
warga sipil tertentu maupun aparat
pemerintah. Kita prihatin akan - hal
itu. Kita juga menyesalkan adanya
perda di sejumlah daerah yang inti-
nya melarang ini dan itu selama bu-
lan Ramadhan.2® Di Jakarta, misal-
nya, ada Perda Nomor 10 Tahun
2004, untuk mengawal SK Guber-
nur Nomor 87 tahun 2004 dan Ke-
putusan Gubernur Nomor 98 Tahun
2004 tentang “Waketu Penyelengga-
raan Industri Pariwisata dan Tempat
Hiburan pada Bulan Ramadhan”.
Konsekuensinya, ratusan tempat hi-
buran harus ditutup toral. Berlaku-
nya perda-perda sejenis di Pasuruan,
Solok, Banjarmasin, dan daerah-
daerah lainnya, tidek hanya mem-
buat tempat-tempat hiburan yang
harus ditutup, tapi juga ramah-ru-
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mah makan pada }am—;am terten-?:_" .

o -”tu. Di'ﬁ.:-_CIanjﬁl‘, misainya, bahkan
R teiah.;dlcanangkan apa yang dascbutf_'
ot '3'__Gerakan Pembangunan Masyarakatg': :

Berakhlakul Kanmah (Gerbang Mar—ﬁ_'-'

 Belum. lagi kewajiban bisa. baﬂa—tuhs. '-
"Ai Quran yapg udak hanya bagi para_ :

-ngam sanksx sidak bisa na_ik ke }cn—' )
jang. berikut atau pangkat yang ieblh:
ung_gi) ‘tetapi juga bagi calon pengan-

tin: (yang tidak bisa menikah jika

belum memenuhi ketentuan tersebu).

Selanjutnya, di saat umat muslim
merayakan kemenangannya setelah

sebulan penuh berpuasa,” 25 QOkro--

ber 2006; terjadilah penyerangan ter-
hadap tempat ibadah, rumah, dan
tempat belajar milik Jamaah Ahma-
diyah Indonesia di Desa Manislor,
Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Ku-
ningan, Jawa Barat. Atas kejadian itu,

27 “Kajian Implikasi Perda-perda Syariar Is-
lam di Wilayah Jawa Barat”, oleh
Suhendi, Retno Ngapon, dan Dindin
Ghozali. Makalah disampaikan dalam
Seminar dan Lokakarya Agama-Agama,
diselenggarakan oleh Biro Litkom PG,
Cipayung, Jawa Barat, 3 Okober 2006,

-_{_;Yayasan i,embaga Ban:uan Hukumg.i__}jf?' -
Indonesia (YLBHI) menuntut pihak
Pemermtah dan Kepohszan Rlunmk
mengusut dan ‘mengambil *urxdaka.n;f-'"""_'-i
-'hukurn kepa.da pelaku nndak ke:l«:e«-.E

':.':_::!_::_:-:Kosong : Pun'.nYans tefhapus:.dan:ﬁ"”':""."::"”.'.'. " g
"kebudayaan masyarakat setempat 2L Dn‘ektur Bantuan Hukum dan Adw“- o
. _vok:m YLBHI Tauﬁk Basari dalam_ :

siaran - persnya menjeiaskan bahwa

peristiwa penyerangan-tersebut dila-

tar%aeiakang1 kebencian atas keperca- - :

yaan Ahmadiyah, yang telah bers
ulangkali menimpa warga Ahmadiyah.

di Kuningan dan di daerah lainnya.

Sebelumnya, warga Ahmadiyah di =
Kuningan telah diperlakukan diskri-
minatif oleh pemerintah daerah dan.
jajaran pemerintah daerah lainnya
dengan menerbitkan Surat Keputus-
an Bersama (SKB) Tahun 2004 yang
melarang kegiatan ‘Ahmadiyah, Bu-
kankah SKB tersebut telah melang-
gar konstitusi (Pasal 29 tentang ke-
bebasan beragama dan beribadah se-
suai agama yang diyakini) dan pes-
undang-undangan di atasnya yang
jelas-jelas mengatur bahwa pemerin-
tah daerah ridak berwenang untuk
mengintervensi bidang agama? Apa-
lagi, menurut siaran pers YLBHI,
pihak pemerintah daerah setempat
juga melakukan penyegelan terhadap




S _'_mas;xd tempat 1badah Warga Ahma»"_'
- diyah: Selain di Kunmgan, tindakan
T dlsknmmanf juaa dialami. beruiang—;:_
i oleh ]amaah Ahmadxyah di Pa- -
Clan}ur, dan Lombok 28, Tak'f. N e
EE "__._j-::h" : an j_lka kemudian sempat muncul:'

o kemgman darx Warga Ahmadiyah 1m.__

e untuk mencari sua_ka ke Inggris —salah

_ satu nevara ch mana kepercayaan:_

agama mereka d1hormam

Say'a:i. tidak-jbﬁrmaksud mengideﬂtiﬁ—
kas_i_--._pfa_:ra'_ pelaku ?enyeran_gan terha-
dap_'jama_ah Abmadiyah di Kuningan
yang mengatasnamakan -agama itu.
Namun, seandainya mereka muslim,
patut:diduga bahwa mereka adalah
orang-orang yang tidak memahami
agamanya dengan benar dan baik.
Sebab, ketika Ramadhan tiba, setiap
penganut Islam diwajibkan uneuk
menjalankan puasa yang bertujuan
meningkatkan ketakwaan (Rakhmat
1998), yang ciri-cirinya adalah: me-
nahan amarah, memaafkan, dan ber-
buat-baik. Ketiganya merupakan ke-
satuan, yang harus dihayati dan di-
amalkan. Tapi, itu saja tak cukup jika
tak diserrai dengan upaya memper-

28 Siaran Pers YLBHI 27 Okrober tentang
peristiwa yang dialami Jamaah Ah-
madiyah di Desa Manislor, Kecamatan

Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa
Barar, 25 Ckrober 2006.
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banyak ibadah. Hanya dengan defm—jﬁ o

kianlah' maka puasa. dapat men}adxz_' :
ungkapan syukur kepada Tuban, danf'”
bukan sekadar kewajiban ' 29

Itu beram, selrmg wakm orang yangé{ '

_seua berpuasa niscaya: bcrtambahi}f
kesalehan personal dan kesalehan so-
_§1a_1_;1ya Ja niscaya selalu berup_aya_;_-:_

.. melakukan pelbagai kebaikan ‘dan

kebajikan, yang berorientasi dua sisi::
untuk diri sendiri (7award) dan liﬁ:'g—_-_:
kungannya (ousward). Trulah hakikar:
puasa yang sesungguhnya: upaya se:
kaligus ibadah; melatih diri melawan.-.
anela nafsu dan berbuart baik, seka-
ligus-mendekatkan diri terus-mene-
rus kepada Tuhan. Berdimensi hori-
zontal, sekaligus vertikal.

Sesungguhnya puasa bukanlah hanya.
milik umat Islam, tapi juga milik
umart agama-agama lainnya. Agama
Kristen pun mengenal puasa. Hanya.
saja, dalam kekristenan, tak ada ke-
tentuan baku mengenai kapan dan
bagaimana melakukan puasa. Tapi,
hakikainya sama saja: melacih diri
melawan ancka nafsu dan berbuart
baik, serta mendekatkan diri kepada
Tuhan. Harus ada keseimbangan,
antara yang inward dan outward.

Keniscayaan orientasi ouzward dalam




o .._;i;mg;g;_s;c;;;;fy;,;_;-i-ﬁnj_t'n_;z;;acgms-;zqsae:;;_N‘;-.;ls'; SO

i 1badah seirmg Waktu Juga membuat_-_'__:_
= 'orang yang. berpuasa semakin meng-

han nafsu:yang bergejolak di dalam

diri dan tetap saleh t:erhadap orang~

orang lam

Tolerénsi, sebagai nilai (value), meng-

andaikan adanya pluralitas di dalam

kebersamaan +hidup dengan sesama,
Masyarakat yang homogen ‘dengan
sendirinya tidak membutuhkan to-
leransi.2? Di era modern ini, di wi-
layah publik manakah homogenitas
absolut dapat ditemukan? Tak dapat
disangkal bahwa pluralitas di wilayah-
wilayah publik sudah menjadi suatu
kenyataan fakeual. Keperbedaan it
merupakan sunnatullah — meminjam

29 Tentang pentingnya toleransi dalam ke-
bersamaan, bandingkan dengan Yonky
Karman, Merayakan Hidup dalam
Keberagaman, Bagaimana Bersikap di
Tengah Masyarakar Majemuk, Yogyakar-
ta: Penerbit Andi, 2007,

: pérhyétaan Gubernur DI Yogyakartéf N
©Sriv Sultan Hamengku Buwono X30 o
- o hayau dan mcngamalkan toleransz d1'?"._.'-Karena 1tulah maka kita harus. bcla-? S
» o "'-::dalam kehidupannya sesehan }adz,'_'-'
o mlsalkan_ di sekchlmgnya ada orang—-:-'_:- |
e ' B ".tulah_ artmya toleranﬂ, yang berasa}ff'f”":_'.". o
;-"_"'dan _Skata tolemre (bahasa Latln)

jar menerima- dan menghargai per-
“bedaan it dengan lapang-dada L.

_Eyang memscayakan mkap menghar{' |
_ __'gal harus akeif dan dimulai dari diri
' ';dan mmum ]ustru, situasi seperu n:u' .
harus changga_pnya sebagau ujian bagi

imannya ~ bahwa ia ‘mampu: mena-"

sendiri. Jadi, ‘dengan toleransi, bu-
kan orang lain yang harus menghar-
gai' kita, melainkan kita sendiriiah:
yang harus mcnghargal orang lam

Tolcran31 bukan hanya terkalt dengan
perbedaan agama dan suku, tapi juga
perbedaan kondisi dan kebutuhan
orang per orang di dalam kehidupan
seschari. Dalam kaitan itulah kica
layak bersyukur hidup di Indonesia.
Karena, negara ini sejak awal telah
menjadikan bhinneka runggal ika se-
bagai semboyan nasionalnya. Itu ber-
arti, setidaknya sejak tahun 1945 kita
telah dikondisikan untuk menerima
keanckaragaman itu sebagai sebuah
kenyataan fakcual. Maka, alih-alih
menyesalinya, kita justru patut meng-
hargai keanckaragaman itu sebagai
kekayaan. Dan sebagai umat beraga-
ma, kita harus memandang keaneka-
ragaman itu sebagai berkah — bukan
musibah — ilahi.

30 Suara Pembaruan, 7 Okiober 2006,
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- __-Toleran51 merupakan harga mati. dernl;
:-'terpehharanya NKRI; demlklan per-

" nah dikatakan Kerua Umum Pimpm-f
an Pusat Muhammadxyah Din Syam-:
-suddm 31 Menurut Din,: komitmen
kebangsaan peﬂu senantiasa dlpupuk :
danli-dlpehhara dengan 31kap mieran—_._

n '_S dan siap. hldup berdamplngan se-
cara’ dama1 di: tengah kemajemukan;

bangsa Dalam keberagamaan, plura-

litas merupakan keniscayaan yang tak

dapa__t. dihindari :danbahkan ‘harus
terus: dipelihara dan dikembangkan,

melalui sitkap saling memahami dan

menghormati tanpa harus melebur
agama-agama ke dalam suaru keya-

kinan sinkrerik.

Bedasarkan semua premis di atas,
maka ada beberapa pertanyaan yang
patut diajukan. Pertama, mengapa
pemerintah dan aparatnya harus me-
ngurusi warga masyarakat dalam me-
laksanakan ibadah? Bukankah ibadah
merupakan hak -asasi setiap orang,
yang karenanya tak perlu diwajibkan
oleh pihak mana pun — selain Tu-
han? Apalagi, yang mengherankan,
pelaksanaan perda-perda tersebur di-
kawal oleh Satpol PP (Satuan Polisi
Pamong Praja) yang bertugas sebagai
pengawas di lapangan. Kedua, terka-

31 Swara Pembaruan, 5 Agustus 2005,

_11: dengan pengusaha atau pemlllk{:.; _
tempat hlburan dan rumah makan, L
bukankah mata pencarian’ mefeka 1tu:.:.-'
seharusnya dﬂlndungi jika. mcmangf-f:-
tldak melanggar hukum7’ Kalaulah-_---
_memang usaha ‘mereka melanggar-f'
hukum, mengapa di luar buian Ra-;_z;_
_madhan tidak ddarang g 1

Ironlsnya, dalarn pembuatan perda-—_
perda yang bertujuan meningkatkan”
kesalehan warga masyarakat terseb u't.,
diduga kuar telah terjadi prakeik “copy:
and paste™ dari pemerintah daerah.
(pemda) yang satu kepada pemda yang:
lain. Maksudnya, karena perda-perda

tersebut begitu miripnya satu sama

lain, seolah daerah yang satu hanya
menyontek -daerah yang lain dalam.

hal pembuatannya.’? Kendati begi-

tu, herannya, proses pembuatan seti-.

ap perda bisa menghabiskan biaya
ratusan jura rupiah bahkan mungkin
sampai lebih dari 1 miliar,

Inilah fenomena keberagamaan semu
{pseudo religz’ousity)33, yang sayang-

32 Demikian disampaikan oleh beberapa
narasumber dalam Seminar dan Lokakar-
ya Agama-Agama, diselenggarakan oleh
Biro Litkom PGI, Cipayung, Jawa Barat,
3 Okrober 2006.

33 Tissa Balasurya, Teologi Siarah, Jakarta:
BPX Gunung Mulia, 1997




- ;nya Justru didomng kemunculannya Ny
oleh para pejabar: penyei@napara ne-
- gara. Dikhawatirkan, sw’mg Waktu-'

' 'akan semakm bdnyak oraﬂg yang

o jalankan agamanya secara fozmal ha«-
' bagai t topeng: untuk ‘menutupi

o dosa—dosanya atau. yang mcn)aiankan'_:'
o agamanya secara; formal hanya kare-.
* na tekur menerima sanksi dari plhak

lain. Jika it yang terjadi, maka fungsi
agama demi terwujudnya kesalehan
pefsonal_- dan .'-'kcsa.léhar_l sosial, juga
kerukunan dan- perdamaian ‘dalam
kehidupan' bersama, mscaya menuju

kegagalan total.

Manipuiasi Politik -

Telah dijelaskan bahwa persoalan aga-
ma bukanlah ‘merupakan urusan pe-
merintah daerah untuk mengaturnya,
melainkan urusan pemerintah pusat.
Memang, jika dicermati secara kri-
tis, kebijakan Otonomi Daerah it
sendiri dibuat karena “niat baik”
untuk memperbaiki kesalahan peme-
rintah pusat di masa lalu yang telah
berlaku tidak adil kepada daerah-da-
erah, khususnya dalam hal pemba-
ngunan. Singkarnya, karena ketida-
kadilan dalam pembangunan di era
Socharto itu, terjadilah ketimpang-

an: antara 'p'u'sat" dan daerah, Dalam
"rangka mengurangi ketlmpangan CERE
“tulah, di samping untuk ‘meman- -
B dlrikan daerah dalam hal membangun

. sesuai- kekhasan sn:uas;l ‘dan kondisi-

. :nya masmg—masmg, maka kebl,}akan”ﬁ'_ﬁf:_‘ '
~Otonomi Daerah pun dlrumuskan"-_'_' -
dan otoritas dalam implementasinya
diberikan kepada gubernu; (untuk'_:_
daerah khusus seperti DKI Jakarta);

walikota (untuk: kotamadya seperti

Bekas1), dan bupati (untuk kabupa—

ten sepcm Clanjur)

]adi, jelaslah bahwa kebl}akan Oro-
nomi Daerah semata-mata berkait
dengan persoalan-persoalan pemba-
ngunan daerah demi meningkatkan
kesejahteraan masyarakat setempat.
Di samping itu, ia juga merupakan
jawaban atas tuntutan demokratisasi
dalam hubungan pusat-daerah yang
di era Orde Baru bersifat sangat sen-

vralistik. Berdasarkan kedua -hal iru,
maka sangadah jelas bahwa masalah
agama tidak sekali-kali dapat dibe-
narkan untuk diatar oleh pemerin-
tah daerah. Jadi, kalau ada walikota
yang mengatur soal pakaian seragam
harus berciri agama rertentu untuk
murid-murid sekolahan di wilayah-
nya, atau bupati yang memaksakan
berlakunya syariat Islam bagi masya-
rakat di daerahnya, itu berard mere-




| ka telah sesat berpxkn‘ tentang Oto- -

o norm Daerah Ini- ;eias tlda.k boieh

-d;bzarkan beaitu sa}a

- '-Anggcfé DP-R-;:-daxi. .F._raksi r’zKﬁbang—

" ldtan Bangsa AS Hikam menegaskan,
-_perda harus dxkcmbahkan sesuai fung—_

st utamanya membuat pengaturan_

' 'yang berdasarkan ciri khas daerah itu
sendm Tap1 ‘masalah agama: me-
nyz_;pgkut kepentingan bersama, ‘se-
hingga ‘pengaturannya harus sejalan
dengan kepentingan nasional. “Sejak
awal saya sudah ingatkan, masalah
perda syariar ‘harus didasari konsd-
tust. Kalau ada dasar hukumnya, se-
perti-Aceh, sudah jelas. Tapi di luar
Aceh, saya tidak setuju. Tapi di Aceh
pun;:saya tidak setuju ada hukum
cambuk. Hal-hal pidana seharusnya
tetap mengacu pada hukum nasio-
nal. Sementara syariat, hanya me-
nyangkut hukum pribadi, seperti soal
warisan, pernikahan,” katanya. Me-
nurutnya masalah perda telah diatur
secara tegas oleh undang-undang, Bila
tidak sejalan dengan konstitusi, De-
partmen Dalam Negeri bisa menca-

butnya.34

Pertanyaannya, pahamkah pemerin-
rah daerah yang telah membuar dan

34 Suara Pembaruan, 21 Juni 2006.
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menerapkan -perda-perda bernuansa
~syariah -bahwa peraturan ‘tersebut

mkonsmusmnal dan- bertentangan"

~ dengan’ semangat kebhmekaan Indo—f'

nesia? Sangat mungkm paham. A_pa—'_

' _"'_1ag1 uu Nomor 32 Tahun 2004 Pasﬁ:';ﬁ' '

22:secara jdas mcnycbutkan bahwa '_

dalam’ mcnyeienggarakan otonomi_f'

d_aeifah kepala daerah: berkewajiban
menjaga - persatuan, kesatuan idan’
keutuhan NKRI Sedangkan dalam
Pasal 27, disebutkan bahwa kepala
dacrah berkewajiban memegang te-
guh serta mengamalkan Pancasila dan
UUD 1945. Kalau begitu, mengapa
masih juga perda tersebut dibuat dan
diterapkan? Inilah peliknya situasi
politik Indonesia pasca-Socharro.
Kebebasan bergulir deras di tengah
demokratisasi. Sehingga, aras nama
kebebasan itulah, pelbagai aspirasi dan
kepentingan politik bermunculan dan
diperjuangkan agar dapat diwujud-
kan. Maka, di balik pelbagai agenda
politik yang diperjuangkan itulah
sangat mungkin telah terjadi mani-
pulasi dan intrik politik demi kepen-
tingan-kepentingan yang lain — baik
yang bersifat politik maupun ekono-
mi.

Denny Indrayana, Ketua Pusat Kaji-
an Ant Korupsi Fakultas Hukum
Universitas Gadjeh Mada, mengata-




- kota”.
sudah ‘ada di berbagau daerah, pada
akhzrnya SI menjadi bagian yang ti-

tengah masyarakat. “Saya melihat ada

tingan ‘politik. Pada 2004, Partai
Bulan ‘Bintang melontarkan gagasan
SI, tapi tidak ada konsistensi mem-
perjuangkannya. Ada dua indikator.
Pcrtama, karena disertasi saya tentang
perubahan UUDb, jadi saya baca ri-
salah fapat. PBB dzlam Sidang _DPR
antara 1999-2002. -Ada kara-kara
‘Sudahlah, kita sama-sama tahu ka-
lau ini tidak akan kita teruskan pet-
debatan itv’. Yang lain mengatakan,
“Tapi jangan sekarang, malu di de-
pan konstituen. Nanti saja di detik-
detik terakhir’. Ini tanda mereka ti-
dak serius, hanya sandiwara saja di

depan konstituen. Kedua, saat pemi-

. .;-';:-..taIDeﬁ'.a.okrat, Partai Golkar dan lam_: '
" lain yang: txdak memper] Uaﬂgkan. st

o 'Tapi, dan 5131 kesetiaan .memperju,.. .
g .. angkan SI usa1 mendapatkan du-» .
_'kungan konstltuen, mereka tlnggal_"ﬁ_. "i‘-:
kan ‘tanpa bf:rplklr Paﬂjang “Dan ]a-'_'_"'"_"
ingan pernah bermimpi berhasﬂ mem_}f_

SR berhas_ll sekarang kecenderungan it
e -_33:-bergeser ke tmgkat daerah melaluf
"'._pe.rcia Daiam istilah Mao Tse—tung,'
strategi ini, dzsebut ‘desa mengepung

'pcrjuangka.n ST melaluikoalisi dengan.__ i
]adl, kalau perda-—perda it B\ _

'parta.l-partai nasmnahs

I)enny juga mengatakan hal yang sama__ _
dak bisa dlhzlangkan lagi dari tengah-
~sebagai praktik “copy and paste”.

‘Demikian dikatakannya:
teknik Jegal drafiing, perda—perda itu

mampuiam man1pu1a51 untuk kepenu_'

»3G

dengan apa ‘yang saya sebut di atas
“Dari segl :

bermasalah, yzaitu copy paste. Pergi ke
satu daerah, balik dengan perda dari
daerah itu, diganti judulnya, bahkan
ada daerah yang lupa nama kabupa-
ten (yang dijiplak-red) masih belum
diganti. Dari scgi moral juga ‘berma-
salah. Mereka hanya jalan-jalan meng-
habiskan anggaran. Itu artinya ko-
ruptif, Padahal di saat yang sama me-
reka meneriakkan Perda SI. Dari segi
waktu, menjelang pilkada, untuk
menarik simpati masyarakat.” Inilah
kepentingan lain yang membonceng

35 Majalah Gatra, edisi 24, 29 April 2006.




perda«perda tersebut, yakm untuk_'
. ..menarik__mmpat_l_masyarakat keuka-

B nye dalarﬁ. ajang pdkada (pcrmhhan

= ';.kepala.daerazh).. Maksudnya, dengan :
o ar syanah islam __':__'dlﬂ' )

'. gai Wa'rga"negaré -Indoné'siai' menyata-'
kan keberatan atas. perda—per&ia bias
agama tersebut Aiasannya bukan
“semata karena faktor agama yang
berbeda, meiamkan katend prinsip
yang harus dijunjung ringgi. bahwa
hukum harus berlaku sama bagi se-
mua warga negara di negara hukum
(rechstaat) -ini. Jadi, berdasar prinsip
itu, tidak mungkin mengatakan bah-
wa .p_er_dd—p_erda S)}g:_iah hanya berla-

36 Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menga-
.takan agar perda-perda bernuansa syariah

- tidak dicurigai, karena pada dasarnya se-
lama ini bangsa Indonesia telah saling
menghormati dalam menjalankan syariac

. agamanya masing- masing, Suara Pemba-
ruan, 24 Mei 2006. Kita setuju bahwa
tidak ada yang salah dalam pengertian
syariat. Seriap umar beragama bahkan
harus menjalankan syariat agamanya ma-
sing-masing, secara konsekuen. Tapi, it
tentu hanya (boleh) berlaku arau diberla-
kukan bagi diri dan kelompok sendiri, se-
suai dengan semboyan “bagiku agamaku,
bagimu agamamu” {wabum dinubum
waliyyadin). Karena, pada hakikatnya, a-
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warga i dari agama—agama lainnya-_-

.'nanP Sama dlskrimmatifnya jika
atl. _sebuah peraturan hanya berlaku bagg'; :
R ~perempuan,. sedangkan bagl lakx—lakl;f..

- Melalui tulisan ini, saya sendiri seba-

_ _ku bagl Warga mushm 36 Bagaimaﬂa_;:ﬁ:
_bisa pcraturan A hanya berlaku bagl}:

warga beragama A 1 sedangkan ) "agl_f_"

dak berlaku? Tidakkah iru disknmi___.: :

: _tidak Hukum juga sehaxusnya mcng—i..

gunakan bahasa resmi, yakni Bahasa
Indonesia “yang benar dan baku”. Jadi, -
hendaknya diperhankan juga peng—f
gunaan istilah-istilah tertentu dalam:
sebuah perundangan/peraturan, apa-
kah istilah-istilah itu. sudah diterim__é?

resmi dalam bahasa Indonesia?

Sesuggguhnya masih banyak hal yang
bisa diajukan sebagai kritik atas per-
da-perda bias agama ini. Yang jelas,

gama adalah kepercayaan, dan kepercaya-
an tak sekali-kali boleh diganggu-gugat oleh
orang lain yang tidak sama kepercayaan-
nya. Dengan demikian, baik ajaran mau-
pun aturan yang terkandung dalam seti-
ap agama, tentu saja dipercaya sebagai
kebenaran dan kebaikan oleh para penga-
nut agama tersebut. Tapi, bagi mereka
vang bukan penganut agama tersebut,
haruskah paradigma yang sama dipaksa-
kan untuk diterima dan dihayati pula oleh
mereka yang ridak seagama itu? Tentu saja
tidak, karena prakeik pemaksaan jelas bee-
tentangan dengan HAM, dan beragama
yang sejati justru harus dilandasi dengan

kebebasan.
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:f kebhmekaan dan keindoncsxaan k_[ta
e _'ﬁ_'tldak sekah leali. b_oleh disangkah
o Negara ini- P

o - sudah’ sangat demokratls""mesunya ti-
e cia.k lagi mempertahankan_ a.radxgmaﬁ

Fi "kcbljakan pubhk atas nama mayonf"?

tas. Sebab, dcmokrasx yang ; matured

o _'-}ustru memscayakan plhak mayor1~_

tas mencrhargal menghormati pihak
-mmorztas 37 Kalau t1dak beg1tu,
mungkm Indonesza memang masih

“hi}au dalam bexdcmokrasz Mamh

harus beiajar Iagl, terus—menerus -

Ke depan, k;.ta Ilhat saja sebcrapa
serius dan, tegasnya Pemcrmtah Yu-
dhoyono meny1kap1 persoalan ini,
Sebab, terkait dengan perda-perda
bermasalah itu, Menten Dalam Ne-
geri Moh Maruf pernah mengatakan
bahwa pemerintah akan bersikap te-
gas dan retap berpegang pada _ Panca-
sila, UUD 1945, NKRI, dan Bhin-
neka Tungeal Tka. 38 Scmenta:a (man-
tan) Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Hamid Awaludin menyata-
kan, perda seharusnya menyerap isi
kovenan HAM tentang hak sipil

37 Jack Lively, Democracy, New York:
G.D Putnam’s Sons, 1975.

38 Suarz Pembaruan, 9 Juni 2006.

B jlk& betul betulf:'
et _zmenghayatl sistem. 'polmknya Yﬂﬂg*”

g masih suka membuat'_* : gara;yang im :
'"':aksesst dua kovenan HAM i Eks~

pohﬂk serta hak ekonomi soslal da.ng'f'_-_: G
_budaya Alasannya, seiam Indonema?:ﬂ_’ o
mcngaksesx kovenan i i, temyata ada
: keccnderungan eksklusivitas dalam
g pembcntukan pcrda Kondisi itu ten-
tu tidak qalan dengan kewajlbanj_z'-fj'.'-'-'“

__klusnntas itu, kata Harmd banyak'_".'
‘muncul setelah kebljakan otonomi -

fdaerah dlberlakukah “stalnya, ada_'..'

kabupaten atau kota yang melarang:

orang dan daerah lain masuk ke ka-

‘wasan itu untuk berusaha atau meng~. '

haruskan berpakaian tertentu,’ " jelas-
nya. Hamid melihat, dalam proses -
pembentukan perda, _selam banyak
prinsip HAM yang dllanggar, keba-
nyakan anggota pariemen dan orga-
nisasi massa d}. daerah lupa pada
ketentuan mengenai proses, substansi,
dan strukrur pembentukan peratur-
an pcrundang-undangan 39

Pemerintah sudah bicara _teg.é.s. Kita
tunggu buktinya, bahwa pernyataan
itu bukan retorika belaka. Jika tidak,
maka jangan heran jika reaksi atas
perda syariah itu mulai muncul di
Kabupaten Manokwari, Provinsi Pa-
pua Barat. Di sana, rancangan perda
(raperda) berbasis Injil kini sedang

39 Kompas, 6 Februari 2007.




;_dxgodok'___fDaiam draf ragerda 1tu,' g
i mlsalnya, ada: sebuah pasai yang me-"

& .-naan mental splritual Im bisa diar~_-

mua warga d1 ‘sana

Ah, Achmad Mengz;zz/e ??zbzr Hukum, ]a~
' karta Penerblt Gunung Agung,
2002 :'_
Balasurya, szsa Teologt stsza ]akarta
BPK Gunung Muha, 1997 '
Indrati, Mama Faﬂda Penerapan Perda—
1 pcrda Syanat Isiam Dikajl dari Su-
1 dut Hukum di Indonesm Makalah
B _i_d1sampa;kan dalam Seminar dan
| ”Lokai{arya Agama-—Agama, dxscieng«
garakan oleh Biro Litkom PGI,
C1payung, ]awa Barat, 3 Oktober
2006. _
Karman, Yonky Memyakzm szup cia]am
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il ang akrivitas peiayanan publik pada_
~har '-éMmggu_ sélam kegiatan pembi-'_-.'

kf’: gereja Bayangkan seandeunya padaf-: L

-han itu ada pemeluk agama non-
Kristen yang mcngadakan kendurj -
"besar yang tak'ada urusannya denganf-:-.
- gerejar Dampaknya bisa ; gawat me-
_ X "."_rmcu konfhk horxzonta.l 40
' "::-'.'_'harus menohorm.an ;ernaat yang perg{ S e :

Keberagaman Bagaxmana Bcrsdcap
di Tengah Masyarakat Majemuk )
Yogyakarca Penerbit Andi, 2007,

Lively, ]ack Demacmcy, New York
G.E Puenam’s Sons, 1975

Soekanto, Soeqono Fungsi Hukum dalan:
Pembaban Saszczl Bandung Penerbxt
A}umm, 1981 _

SOleH‘O, Ronny Hantl;; Masalah-masa-
1.:2/9 Soszo[ogz Hubum, Bandung 81—
nar Baru, 1984.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
(tentang Pemerintahan Daerah).

Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004

' (tentang pemermtahan Dacrah)

40 Gawa, 3 Mei 2007, Majalah Tempo, 20
Met 2007.






